PENGUMUMAN/ PERATURAN PEMERINTAH

PEMBAYARAN DAN/ATAU PENYETORAN PAJAK OLEH WAJIB
PAJAK YANG DIPERLAKUKAN SEBAGAI PEMBAYARAN DAN/
ATAU PENYETORAN PAJAK YANG DIADMINISTRASIKAN

TANGGAL 15 OKTOBER 2015
{Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-56/PJ/2016,
tanggal 12 April 2016)

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang

a. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayan-
an dan menyesuaikan dengan perkembangan
teknolegi informasi, Direktorat Jenderal Pajak
telah membanéun jaringan sistem informasi yang
terhubung secara on-line dengan Bank Persepsi,
Bank Devisa Persepsi, dan Pos Persepsi;

b. bahwa telah terjadi gangguan pada perangkat jar-
ingan Direktorat Jenderal Pajak yang mengakibat-
kan terganggunya penyetoran dan pembayaran
pajak pada tanggal 15 Oktober 2015 sebagaima-
na dimaksud dalam Surat Direktur Teknologi In-
formasi Perpajakan Nomor S-897/PJ.10/2015
tanggal 21 Oktober 2015 bhal Pemberitahuan
Terjadinya Gangguan’di Perangkat Jaringan DJP

" yang Berakibat Terganggunya Pembayaran Pajak;

c. bahwa gangguan pada perangkat jaringan Direk-
torat Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud pada
huruf b mengakibatkan adanya keterlambatan
pengadministrasian pembayaran dan penyetoran
pajak di Bank Persepsi pada tanggal 15 Oktober
2015 sehingga Nomor Transaksi Penerimaan
Negara (NTPN) diterbitkan pada tanggal 16 Okto-
ber 2015;

d. bahwa dalam rangka memberikan rasa keadilan
kepada Wajib Pajak dengan mendasarkan pada
asas-asas umum pemerintahan yang baik, perlu
adanya kebijakan terkait pembayaran dan/atau
penyetoran pajak pada tanggal 16 Oktober 2015
yvang diperlakukan sebagai pembayaran dan/atau
penyetoran pajak yang diadministrasikan tanggal
16 Oktober 2015 karena terjadinya gangguan di
perangkat jaringan Direktorat Jenderal Pajak;

e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf ¢, dan huruf
d, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal

Pajak tentang Pembayaran dan/atau Penyetoran
Pajak oleh Wajib Pajak yang Diperlakukan sebagai
Pembayaran dan/atau Penyetoran Pajak yang Di-
administrasikan Tanggal 15 Oktober 2015;

Mengingat :

Undang-Undang Nomor € Tahun 1983 ten-
tang Ketentuan Umum dan Tata '‘Cara Perpajakan
{Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983
Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik In-
donesia. Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa
kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor
16 Tahun 2009 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4999);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TEN-
TANG PEMBAYARAN DAN/ATAU PENYETCRAN
PAJAK CLEH WAJIB PAJAK YANG DIPERLAKUKAN
SEBAGAI PEMBAYARAN DAN/ATAU PENYETORAN
PAJAK YANG DIADMINISTRASIKAN TANGGAL 15
OKTOBER 2015.

PERTAMA:

Wajib Pajak yang melakukan pembayaran
dan/atau penyetoran pajak pada tanggal 15 Oktober
2015 dan diadministrasikan sebagai penerimaan pa-
jak datam Modul Penerimaan Negara sesuai dengan
NTPN pada tanggal 16{ Oktober 2015, diperiakukan
sebagai pembayaran dan/atau penyetoran yang diad-
ministrasikan sebagai penerimaan pajak dalam Modul
Penerimaan Negara pada tanggal 15 Oktober 2015.

KEDUA:
Terhadap pembayaran dan/atau penyetoran
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sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, Ke-
pala Kantor Pelayanan Pajak tidak menerbitkan Surat
Tagihan Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Keten-
tuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 18 Tahun 2009.

KETIGA:

Dalam hal terhadap Waijib Pajak sebagaimana
dimaksud dalam Diktum PERTAMA telah diterbitkan
Surat Tagihan Pajak, Kepala Kantor Wilayah Direktor-
at Jenderal Pajak secara jabatan menghapuskan sank-
si administrasi berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat 1
huruf (a) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 ten-
tang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan se-
bagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.

KEEMPAT:
Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku
pada tanggal ditetapkan,

_PENGUMUMAN; PERATURAN PEMERINTAH _

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini dis-

ampaikan kepada:

1. Sekretaris Direktorat Jenderal Pajak;

2. Pejabat Eselon |l di lingkungan Kantor Pusat Di-
rektorat Jenderal Pajak; .

3. Kepala Kantor Wilayah di lingkungan Direktorat
Jenderal Pajak;

4. Kepala Kantor Pelayanan Pajak di lingkungan Di-
rektorat Jenderal Pajak; dan :

5. Kepala Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Kon-
sultasi Perpajakan di lingkungan Direktorat Jen-
deral Pajak,

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 April 2016
DIREKTUR JENDERAL PAJAK,
tid.

KEN DWIJUGIASTEADI

{BN)

PERUBAHAN ATAS SURAT EDARAN BANK INDONESIA
NOMOR 17/34/DPSP TANGGAL 13 NOVEMBER 2015
PERIHAL PERLINDUNGAN NASABAH DALAM
PELAKSANAAN TRANSFER DANA MELALUI SISTEM
BANK INDONESIA-REAL TIME GROSS SETTLEMENT

(Surat Edaran Kepala Departemen Penyelenggaraan Sistem Pembayaran
Nomor 18/10/DPSP, tanggal 2 Mei 2016)

Kepada
PESERTA SISTEM BANK INDONESIA-REAL TIME
GROSS SETTLEMENT .

Sehubungan dengan berlakunya Peraturan
Bank Indonesia Nomor 17/18/PBI/2015 tentang Pe-
nyelenggaraan Transaksi, Penatausahaan Surat Ber-
harga, dan Setelmen Dana Seketika (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 273, Tambahan
Lembaran Negaré Republik Indonesia Nomor 5762)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank In-
donesia Nomor 18/6/PBI/2016 (Lembaran Negara Re-

publik Indonesia Tahun 2016 Nomor 77, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5877),
perlu melakukan perubahan atas Surat Edaran Bank
Indonesia Nomor 17/34/DPSP tanggal 13 November
2015 perihal Perlindungan Nasabah dalam Pelaksa-
naan Transfer Dana melalui Sistem Bank Indonesia-
Real Time Gross Settlement sebagai berikut:
1. Ketentuan butir I}.4 diubah sehingga berbunyi se-
bagai berikut:
4. Dalam hal nasabah pengirim tidak memiliki
rekening pada Peserta pengirim, identitas se-
bagaimana dimaksud dalam angka 2 paling
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